[ SALINAN ]

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan organisasi dan
tata kerja lembaga teknis, maka perlu penyempurnaan
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Daerah Kota Palu;

—

Pasal 18 Ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2. Undang-Undang  Nomor 4 tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3555);

3 Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang—Undang
nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas
Undang-Undang  Nomor 32  Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA PALU

Pasal I

Beberapa keten.tuar_l dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu

(Lembaran Daerah Kota Paly Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 Angka 6 diubah dan angka 11 dih
apus, h
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: £ P sehingga

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lemb i
o e¢mbaga Teknis Daerah, yang

1. Inspektorat;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah D
an Penanam ;
3. Badan Kepegawaian Daerah; o Modal;
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4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
8. Rumah Sakit Umum Anutapura;
9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan;

11. Dihapus;
12. Kantor Pemadam Kebakaran;dan
13. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13
1. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

{ b. Sekretariat, membawabhi :

1. Sub.Bagian Keuangan dan Aset;
2. Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
3. Sub.Bagian Perencanaan Program;

c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
1. Sub. Bidang Bina Ideologi; dan
2. Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan;

d. Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
1. Sub. Bidang Politik; dan
2. Sub. Bidang Kewaspadaan Nasional.

e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi, membawahi:

7 1. Sub. Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
( 2. Sub. Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;

f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

g Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah
ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Dihapus.
(2) Dihapus.



